
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pcrubahan Kcdua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat PeleJangan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 
Nomor 7); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Petunjuk 
Pclaksanaan Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo 
Nomor 7 Tahun 2012 tcnta.ng Retribusi Tempat 
Pelelangan; 

Mengingat 

Menimba.ng a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Tempat Pelelangan, agar da1am 
pelaksanaanya dapat lebih bcrdaya guna dan berhasil 
guna, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan yang 
ditctapkan dalam Peraturan Bupati; 

BUPATI PURWORF.JO, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PEI..AKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRTBUSI TEMPAT PELELANGAN 

PERATURAN BUPATJ PURWOREJO 
NOMOR 20 TAHUN 2013 

TENTANG 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] 
... 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I . Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dcngan pcraturan perundang-undangan. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang Kelautan dan 
Perikanan, 

6. Tempat Pelelangan adalah Tempat Pelelangan lkan, 
7. Tempat Pelelangan lkan yang selanjutnya dapat disingkat TPI adalah 

Ternpat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
pcnyelenggaraan pclelangan ikan. 

8. Pelclangan lkan yang selanjutnya dapat disebut Pelelangan adalah 
pcnjualan ikan hasil tangkapan Nelayan yang dilakukan dihadapan 
umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pcmenang. 

9. lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari 
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan pcrairan. 

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan. 

11. Peserta lelang adalah orang pribadi atau Sadan yang mendaftarkan 
diri untuk mengikuti pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan. 

12. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran 
harga tertinggi dan ditetapkan sebagai pcmenang dalam proses 
pclelangan. 

13. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firms, kongsi, koperasi, dana pcnsiun, pcrsekutuan, perlrumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolcktif dan bentuk usaha tctap. 

PasaJ J 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG P&TIJNJUK 
PELAKSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTI\NG 
RETRlBUSI TEMPAT PELELANGAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



14. Retribusi Tempal Pelelangan yang sclanjutnya dapat disebut Retritusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran alas jasa usaha 
penggunaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk sarana dan prasarana 
yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Sadan. 

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang mengunakan 
tempat dan fasilitas pelclangan ikan, 

16. Objck Rctribusi adalah penyediaan tcmpat dan fasilitas pelelangan 
lkan oleh Pemerintah Daerah. 

17. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Sadan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi tertentu. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya 
pokok Retribusi yang terutang. 

19. Tanda Terima Pembayaran yang selanjutnya disingkat TIP adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran Rctribusi oleh Wajib Rctribusi 
kepada Bcndahara Pencrimaan. 

20. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti 
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Bendahara 
Pcncrimaan dengan menggunalcan formulir atau telah dilakukan 
dcngan cara lain ke Kas Umum Daerah. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah surat untuk mclalrukan tagihan retribusi dan/ atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 

22. Surat Tcguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang 
retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
terutangnya retribusi. 

23. Kas Umum Daerah adalah tcmpat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleb Supati untuk menampung seluruh penerimaan 
Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 

24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperolch sesuatu atau untuk 
dibebaskan dari suatu perikatan dengan Jcwatnya suatu waktu 
tertcntu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, 

25. Bcndahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah pada SKPD. 

26. Petugas Pemungut Retribusi adalah Kasir TPI yang dibcri tugas 
melalrukan pemungutan Retribusi berdasarkan keputusan dan Surat 
Perintah Tugas dari Kepala SKPD. 

27. Petugas Pengumpul Retribusi adalah Pegawai pada SKPD yang 
ditugaskan oleh Kepala SKPD untuk mengumpulkan basil penerimaan 
Retribusi dari Petugas Pcmungut Rctribusi. 



(2) Format SKRD atau Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati inl. 

(1) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi 
menggunakan SKRD, atau karcis yang dikeluarkan oleh SKPD yang 
telah diporporasi atau disahkan oteh Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

(2) Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (11, dipungut oleh Pctugas 
Pemuogut Retribusi di TPI. 

(l) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat dan 
fasilitas pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dipungut Retribusi. 

Pasal 4 

BAB Ill 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

(2) Subjck Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Nelayan pemilik ikan yang dilelang di TPI; 
b. Pemenang lelang di TPI. 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan 
tempat dan fasilitas pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 3 

(3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Tempat Pelelangan Ikan yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 

(2) Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang di kontrak Pemerintah 
Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan 
Ikan. 

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat dan fasilitas pelelangan 
ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
melakukan pelelangan ikan. 

Pasal 2 

BAB II 

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 



(5) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), diberikan TTP oleh Bendahara Penerimaan. 

(4) Petugas Pengumpul Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
harus menyetorkan hasil pemungutan Retribusi dari Petugas 
Pemungut Retribusi kepada Bendahara Penerimaan di SKPD. 

(3) Petugas Pengumpul Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib melakukan verifikasi dan validasi penyetoran pemungutan 
Retribusi oleh Petugas Pemungut Retribusi. 

(2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
selanjutnya menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kepada 
Bendahara Penerimaan di SKPD melalui Petugas Pengumpul Retribusi 
dari SKPD. 

( I) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang secara 
tunai/ lunas kepada Petugas Pemungut Retribusi. 

Pasal 8 

(21 Dolrumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran yang 
telah diporporasi atau disahkan oleh Pernerintah Daerah. 

(1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 7 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

BABN 

Tata cara pemungutan Relribusi dilakukan sebagai berikut: 
a. Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi 

terhadap Subjek Retribusi; 
b. Besarnya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besarnya tarif 

Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Ternpat Pelelangan; 

c. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi Landa 
bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti 
pembayaran yang diterbitkan oleh Pemcrintah Daerah. 

Pasal 6 



(6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sebagalmana 
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran rv yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati In!. 

(5) Pembayaran sccara angsuran dilengkapi dengan Surat Pemyataan 
Kesanggupan mengangsur dalam tahun anggaran berkenaan. 

(4) Bupati c.q, Kepala SKPO, dapat menyetujui pembayaran secara 
angsuran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Pennohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dibuat oleh Wajib 
Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD, disertai 
alasannya 

(2) Pembayaran Retribusi yang dapat dlangsur sebagalmana dimaksud 
pada ayat (I), adalah Retribusi yang besarnya Rp. 550.000,· (Lima 
ratus llina puluh ribu Rupiah) atau lebih. 

(I) Dalam hal Wajib Relribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara 
tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka 
Wajib Retribusl dapat mengajukan permohonan pembayaran secara 
angsuran kepada Bupati c.q. Kepala SKPD. 

Pasal 9 

ANGSURAN PEMBAYARA.N RETRIBUSJ 

BABV 

(7) Format TIP darl Bendahara Penerimaan sebagalmana dimaksud pada 
ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Hasil penerimaan Relribusi sebagalmana dimaksud pada ayat ( 4 ) oleh 
Bendahara Penerimaan SKPD harus disetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah paling lambat I (satu) hari kerja terhitung sejak basil 
pemungutan Relribusi diterima darl Petugas Pengumpul Retribusi. 



(3) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). Dilaksanakan dnegan tata cara sebagai berikut: 
a. Juru Letang menetapkan Nilai Letang; 
b. berdasarkan penetapan Nilai Letang sebagaimana d.imaksud pada 

huruf a, apabila nilainya kurang dari Rp. 200.000,· (Dua ratus ribu 
Rupiah), maka Juru Letang mengumumkan bahwa Nelayan tidak 
dikenai kewajiban membayar Retribusi; 

(I) Wajib Retribusi dfapat diberikan pembebasan pembayaran Retribusi. 

(2) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diberikan terhadap semua Nelayan yang melakukan pelelangan 
dengan Nilai Lelang kurang dari Rp. 200.000,· (Dua ratus ribu 
Rupiah). 

Pasal 11 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

BAB VII 

(6) Format Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Pengajuan penundaan pembayaran Retribusi ditujukan kepada Bupatl 
c.q, Kepala SKPD disertai dengan alasannya. 

(4) Bupati c.q. Kepala SKPD dapat menyetujui penundaan pembayaran 
berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(5) Penundaan pembayaran dilengkapi dengan Surat Pemyataan 
Kesanggupan Membayar dalrun t.ahun anggaran berkenaan. 

(2) Pembayaran Retribusi yang dapat ditunda pembayarannya adalah 
Retribusi yang besamya Rp. 550.000.,· (Lima ratus lima puluh ribu 
Rupiah) atau lebih. 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi secara 
tunai/ tunas sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka 
Wajib Retribusi dapat mengajukan pennohonan penundaan 
pembayaran kepada Bupati atau Kepala SKPD. 

Pasal 10 

PENUNDMN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

BABVl 



(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak rnembayar Retribusi yang terutang 
tepat pada waktunya atau kurang rnernbayar, ditagih dergan 
menggunakan STRD dengan didahului surat teguran 
/peringatan/surat lain yang sejenis. 

Pasal 13 

TATA CARA PENAGIHAN 

BABIX 

(4) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mcngguna.kan STS dalam rangkap 5 (Lima). 

(5) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Apabila penyetoran Retribusi tida.k dapat dilaksanakan sebagaimnna 
dimaksud pada ayat (2), maka jangka wa.ktu penyetoran Retribusi 
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
Kabupaten Purworejo. 

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {l), harus 
dilaksanakan paling larnbat l (Satu) hari kerja terhitung sejak 
Retribusi diterima. 

(ll Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mcnyctorkan penerirnaan 
Retribusi secara bruto ke Kas Umum Daerah. 

Pasal 12 

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI 

BAB VIII 

c. Kasir mencatat nilai lelang tanpa menggunakan SKRD atau karcis 
Retribusi; 

d. Pemenang Lelang, dapat mengambil ikan hasil pelelangan setelah 
membayar Nilai Letang, Biaya Pelclangan dan Retribusi; 

e. Nelayan yang tidak dikenakan retribusi tidak diberikan tanda bukti 
pembayaran Retribusi oleh Kasir TPI; 

f. Setelah proses pelelangan selesai, Kasir TPI membayarkan uang 
hasil pelelangan kepada Nelayan pemilik ikan tanpa dikurangi 
pembayaran Reribusi; 



(3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Kepala SKPD mclakukan invcntarisasi terhadap piutang Retritusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diajukan kepada 
Bupati untuk mendapatkan penetapan. 

(1) Piutang Rctribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

Pasal 15 

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRJBUSJ YANG KEDALUWARSA 

BABXl 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (Dua Persen) sctiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak 
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal 14 

SANKS! ADMINISTRATIF 

BABX 

(5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daJarn 
Lampiran vn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD alau Pejabat 
yang ditunjuk. 

(3) Wajib Rctribusi harus melunasi Retribusi yang terutang dalarn jar gka 
waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal STRD atau surat lain yang 
sejenisnya. 

(2) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejems sebagaimuna 
climaksud pada ayat (I), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja 
sejakjatuh tempo pembayaran. 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI C NOMOR 3 

TRI HANDOYO 

Oiundangkan di Purworejo 
pada tanggal 13 Juni 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

MAHSUN ZAlN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 13 Juni 2013 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Pasal 16 

PENUTUP 

BAB XII 



MAHSUNZAIN 

BlTPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SKRO 

' 
No. UM ....... ( ... SKPO..J {SURAT KETETAPAN RETRIBUSI OAERAH) 

( ••• Ai.motSKPO..) 
M:a11 Retrlbusl : 
Tahu.n Retrtbusl : - M.NMT : 

TAHGGAL JAT\JH TEMPO : 

NO. KODE REKENlNG URAIAN RETRJBUSI OAERAH JUMLAH 
I I I I I I I I I 

I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

.krnloh Ketet,oan Relribusl ""· 
.krnlah Sa"'<r.i : Sunga Rj), 

Jumlah Kntluruh1n: ""· 

Clengon """' I 
e,BHADA!!; 

I HMop l)8n)'lt<nn cOlla.un mollu Beodih1r1 Penom,oan f ... SKPD .. ) alllu Rokening K11 Umum Dacroh 
def>gan me,,gguMQn S- Setotan Rettibusl Ooerth fSSRO) 

I 2. Apabla SKI() IN Ilda atau Ktnng Di>ayar ..,,etah lowat waktu palklg lama 15 Qlma belas} ha~ soiak SKRO lni di....,,. -nal<on sanl<si -- berupa bunga 2 % per bulan 

Ktpala f ... SKPO ... ) Klbupalen PutwOrejo 

1 .. Nam1 l1ngk1e; dan liinda li!!Qin1 

NIP ....................................... 

... -········-····· .. ····· ... . Pocong closinl ... . .... .. ............................... 
No.Urut .. 

TANOA TERIMA 
NAMA PIIWOrojo. ( ... tanggal. bulan, tahun .. ). 
Al,o\W.T ' Ya119 Menetlma 

( ....................................... ....... ) 

FORMATSKRD 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 20TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUKPELAKSANAAN 
PERATURAN OAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRlBUSI 
TEMPAT PELELANGAN 



MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

K11lr 

Taoggal 
Niimi 
Alamat Rp. 

(0.5'11) ·Rp 
(1.5") --·~&~----- 

.R,,. 

FORM 02 
BAK UL 

K11lr 

.Rp. 

Nilai Letang 
Rovi>u1i 
Ops. Letang 

NomofKarcis 

Tanggol 
Noma 
Alam at ; R,, 

(0.6 'II) R,, 
(2,4 "> .... :-'"R._. ----- 

FORM B 1 
NELAYAN I PEMILIK 

Juro ROklP 

Jumlal>T...,.. 

-l<Ei• 

Kg. Ku1i.tas :A B C O 
N•ol Lela ng : Rp. R,,. 

Ptmililc 
Alamal 

FORM A 

-l<Mdl 
Ta,wal -··· S.ral 
Harvo Le1ang 
--llllng 
Alamat 

FORMAT KARCIS 

LAMPIRAN u 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 20 TAHUN 2013 
TENTANO 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANO RETRIBUSI 
TEMPAT PELELANOAN 



MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

I PD(EIUN'TAfl KABUPA TEii 
PITRWOR.EJO TANDA TERIMA PEMBAYARAN 
/ ... SICl'D,-,J 110. 

TAHUll: ""' 
( •• .Alam4' SICl'D .. J 

Na.ma Wajib Retribusi : 
NPWPO : 
Alamat Wajib Retribusi : 
KclufBhan[ Oesa : RT/RW: Kecamatan: 
Kabueaten : 
Men~tor berdasarltan : 

NO. Kode RekcninR Uraian Jumlah (Rp) 

Jumlah Setoran 
Terbilan~: 

O,tenma Oleh: Purworejo, ............................... 
BENDAHARA PENERIMMN, WAJIB RETRIBUSI/ PEl'IYETOR, 

1111111111111111111111111111111111111111•111•1111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Nama lengla,p dan Cap Nnmn lengkap don tanda tangen 

FORMAT TIP 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 20 TAHUN 2013 
TENiANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPAiEN 
PURWOREJO 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT PELELANGAN 



MAHSUN ZAIN 

1'td. 

BUPATI PURWOREJO, 

I ... I 
Nama lcngkap dan tanda tangan 

Materai 
RP.6000 

Yang membuat Pernyataan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Demikian Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan sebenarnya, 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta t:anpa adanya tekanan atau paksaan 
dari pihak manapun. 

Surat Ptmyataan Kesanggupan Mcmbayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, untuk 
dapat digunakan scpcrlunya. 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur at.as Retribusi 
Tempat Pelelangan atas nama ... dengan nilai sebesar Rp ... ( ... dengan huruf...) selama 
...... bulan dengan perincian sebagai berilru t: 

1. Bulan sebesar Rp . 
2. Bulan sebesar Rp ; dst 
3. Bulan sebesat Rp . 

dan akan dibayarkan mulai bulan ... tahun ... sebelum tanggal IO setiap bulannya. 

Yang bertanda t:angan dibawah ini : 
Nama . 
Jabat:an . ························································· 
No. KTP . 
Alamat . 
NPWPD . 

SURAT PER!fYATAAJ! KESANOOyPAII ME .. BAYAR 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 20 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT PELELANGAN 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR 
RETRIBUSI SECARA ANGSURAN 



MAHSUN ZAIN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

( 1 
Nama lengkap dan tanda tang.an 

Materai 
RP.6000 

Yang membuat Pemyataan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Demikian Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan 
sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tckanan 
atau paksaan dari pihak manapun. 

Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, 
untuk dapat digunakan seperlunya. 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada tanggal ... bulan ... tahun .... 
terhadap penundaan pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang atas 
nama ... dengan nilai sebesar Rp ... ( ... dengan huruf ... ). 

Alamat 
NPWPD 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama . 
Jabatan . 
No. KTP .. 

SURAT PEMYATAA!I KESANGGUPAN MEMBAYAR 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR 
PENUNDAAAN PEMBAYARAN RETRlBUSI 

LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATJ PURWOREJO 
NOMOR 20 TAHUN 2013 
TENT ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANO RETRlBUSJ 
TEMPAT PELELANOAN 



MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

' 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

( ... SKPD ... ) 
( •. .Alamat SKPD ••• ) 

SURAT TANDA SETORAN 
ISTSl 

STS NO: Bank: 0ANKJATENO 
No. Rekening : ....................... 

Harap dnenma uang sebesar : Rp ..•...•....... 
fDengan buruQ 1 .......................................................................................................................... ) 

Dengan rincian penerimaan IS<'bagaj berilcut: 

KO. KOO£ REKEKIIIO URAIAII RINCIAN OBYEK JUMLAH 

Jumlab RD ....... 

Purwol'ejo, tangga], bulan. tahun 
Mengetahui Bendnhara Pcnerimaan 

Pengguna Any,garean/ Kua.sa Pegguna Anggs.ran ') ( ... SKPD ... ) 
... SKPO ... ) 

l111DIIDI IED&ki!R diMl liDdi IIDIWD111J f ... nnma lengkae dan 1anda tgngao ... ) 
NIP .............................. NIP .............................. 

Uang 1ersebut diterima pada tanggal: .... Bank ......... 

l"l"'''''ll'l'"IIJ''''lll'ltl'"'""I"''' 
Tanda tangan, nama dan cap 

'l coret salah salU 

FORMATSTS 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 20TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRJBUSI 
TEMPAT PELELANGAN 



MAHSUNZAIN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

I. Surat Tagihan Rctribusi Dacrah mi harus dilunasi 
paling lambat I (satu) bu Ian se.,ak tanggal dlterima. 

2. Apabila setelah lcwat tanggal Jatuh tempo utang 
retribusi belum di!unasi, malca tindalcan penagihan 
akan dilajulkan dengan penerbitan Sura1 Teguran 
dan Surat Paksa. 

Purworejo, ( tanggal, bulan, tahun ... J 
( Kepala SKPD ... ) 

PERHATIAJ! 

Tempat Pembayaran: Tanggal Jatuh Tempo: 

f.,, Nama lenskao dan tanda taosao ,.J 
NIP . 

' eeret salah satu 

7, 
6. 
5. 

2. Tclah d1 
3. Pen 

I. Retribusi yang terutang mcnurut SSRO SKROKB/SKRDBKBT"J Rp. 
Tahun .. 

Perim,an Rembusi Terutan 

NPWPD 
Alamat Wa ab Rctribus, 
Nama Wa'ib Retribusi 

Rp .. 
( dalam huruL ) 

Jumlah retribus; yang terutang yang maslh harus 
di~r 

Tohun: Nomor 
Tan I l'b!crbuan 

SURAT TAGIRAN RETRIBUSI DI\ERAII 

PEMERDITAB KABUPATElf PURWOREJO 

( ... SKPD ... ) 

f ... Alamat SKPD .. ,I 

FORMAT STRD 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATl PURWOREJO 
NOMOR 20 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRlBUSI 
TEMPAT PELELANOAN 

 


